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KEBIJAKAN
DI TAMBAH 8 AREA PERUBAHAN DAN 9 PERCEPATAN

GRAND DESIGN Perpres 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010 - 2025
 

ROAD MAP Permenpan 20 Tahun 2010 Tentang Road Map RB 2010 - 2014

 
1. Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan RB K/L (Permenpan-RB 7 Tahun

2011);

2. Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB K/L
(Permenpan-RB 8 Tahun 2011);

3. Pedoman Penyusunan Road Map RB K/L/Pemda (Permenpan-RB 9 Tahun
2011);

4. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan (Permenpan-RB
10 Tahun 2011);

PEDOMAN 5. Kriteria dan Ukiuran Keberhasilan RB (Permenpan-RB 11 Tahun 2011);

6. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) (Permenpan-RB 12
Tahun 2011);

7. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins (Permenpan-RB 13 Tahun 2011);

8. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management) (Permenpan-RB 14 Tahun 2011);

9. Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB dan Tunjangan Kinerja bagi K/L
(Permenpan-RB 7 Tahun 2011);

Kementerian PAN dan RB



PENATAAN TATALAKSANA

Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran (Outputs) Hasil (Outcomes)

1. Penyusunan SOP
penyelenggaraan
tugas dan fungsi

Tersedianya dokumen
SOP penyelenggaraan
tugas dan fungsi yang
disahkan

 

Terselenggaranya
transparansi,
akuntabilitas, dan
standarisasi proses
penyelenggaraan
pemerintahan

2. Pembangunan
atau
pengembangan  e-

Government

Tersedianya e-
Government pada

masing-masing
Kementerian/Lembaga



Kelembagaan

Sumber Daya Manusia

Ketatalaksanaan

Standar Operasional Prosedur (SOP)  e-

Government



e-Government

Pemerintahan Elektronik (e-Government )
mengacu pada penggunaan teknologi
informasi di lingkungan instansi
pemerintah, antara lain melalui intranet
dan internet.



Keuntungan yang paling diharapkan dari e-
Government adalah peningkatan efisiensi,

kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari
pelayanan publik.







Penggunaan teknologi informasi dapat menghasilkan
hubungan  bentuk baru seperti

Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C),
Government-to-Business (G2B) serta
Government-to-Government (G2G).



Tujuan e-Government

Pembentukan
jaringan

informasi  dan
transaksi

pelayanan publik
yang berkualitas,

cepat, dan
terjangkau

masyarakat luas.

Pembentukan
hubungan
interaktif

dengan  dunia
usaha  untuk
menghadapi

perubahan dan
persaingan

perdagangan
internasional.

Pembentukan
mekanisme dan

saluran
komunikasi

dengan lembaga-
lembaga negara
serta penyediaan

fasilitas dialog
publik.

Pembentukan
sistem

manajemen dan
proses kerja yang

transparan dan
efisien



Manfaat e-Government :

Meningkatkan
kualitas

pelayanan
pemerintah

kepada
masyarakat dan

komunitas
negara lainnya

Memperbaiki
proses

transparansi
dan

akuntabilitas di
kalangan

penyelenggara
pemerintahan

Mereduksi
biaya transaksi,

komunikasi,
dan interaksi
yang terjadi

dalam proses
pemerintahan

Menciptakan
masyarakat

berbasis
komunitas

informasi yang
lebih

berkualitas



Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara

MANUAL

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis ICT

TRANSFORMASI

Government to e-Government

Pemanfaatan ICT













Penggunaan Internet
Penggunaan Infrastruktur Telematika
Penggunaan Sistem Aplikasi
Standarisasi Metadata
Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
Sistem Dokumentasi Elektronik

Transformas
i










Perubahan Budaya Kerja
Perubahan Proses Kerja
(Bisnis Proses)
SOP dan Kebijakan Politik
Peraturan dan Perundangan
Leadership

Transformasi Menuju e-Government



Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi  Nomor 6 Tahun 2011
 
tentang
 
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah



Maksud & Tujuan

•

•

Maksud
Sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan juklak /
juknis TNDE

 
Tujuan
menciptakan acuan pembuatan standar minimal
pembuatan juklak/juknis TNDE bagi instansi pemerintah
dalam     mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien



Sasaran

Tercapainya kesamaan pengertian dan
pemahaman penyelenggaraan TNDE

 
 

Terwujudnya keterpaduan pengelolaan TNDE
 
 

Lancarnya komunikasi dan kemudahan
pengurusan naskah dinas

 

Tercapainya efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan tata naskah dinas

 

Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengelolaan tata naskah dinas



PENDAHULUAN

 
DESAIN SISTEM
 
Arsitektur TNDE
Cakupan Sistem
Alur Kerja
Persyaratan

SPESIFIKASI SISTEM
 
Spesifikasi Fungsional
Spesifikasi
Nonfungsional



Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
 
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

 
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government

 

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
22 Tahun 2008  tentang Pedoman Umum
Tata Naskah  Dinas.



Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah
pengelolaan naskah dinas secara elektronik
dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan  komunikasi untuk kecepatan dan
kemudahan  dalam proses pengambilan
putusan



Manfaat TNDE

Terwujudnya percepatan Pemerintahan
Elektronik(e-Government )

Terwujudnya efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan

Terwujudnya percepatan reformasi
birokrasi

Terciptanya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan simplifikasi antarinstansi
pemerintah

Kemudahan pengelolaan dokumen naskah
dinas dan penggunaannya



Arsitektur TNDE
D

es
ai

n
Si

st
em



Cakupan Sistem

Kementerian PAN dan RB

D
es

ai
n

Si
st

em

Komunikasi Eksternal Komunikasi Internal
 

Agenda Surat Masuk Agenda Surat Masuk

 
Agenda Surat Keluar Agenda Surat Keluar

Disposisi Pembuatan Surat dengan
Templat



Tanda Tangan Digital
(Digital Signature)



 KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?

http://www.theworldcounts.com/stories/Paper-Waste-Facts

1 Kg Kertas = 324 liter air

93% kertas berasal dari pohon

1 edisi NYTS = 75.000 pohon

-
-
-

1 ton Kertas menghemat
683,5 galon minyak
26.500 liter air
17 pohon



 KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?

KEMUDAHAN DALAM
MENGAKSES DOKUMEN MENGHEMAT WAKTU MENYEDERHANAKAN

PROSES BISNIS

MEMBERIKAN WAKTU
LEBIH UNTUK

BERFOKUS PADA
LAYANAN

ISU KEAMANAN KEPUASAN KLIEN MENGHEMAT RUANG LEBIH RAMAH
LINGKUNGAN

MENGHEMAT SDM
MEMPERKECIL
KEMUNGKINAN

HILANGNYA DATA



 TANDA TANGAN ELEKTRONIK vs TANDA TANGAN DIGITAL
(PP PSTE Pasal 54 Ayat 1)











TTE yang tidak tersertifikasi :
Tanda tangan yang di-scan
Tanda tangan yang diinputkan ke alat elektronik
Representasi digital dari biometrik (retina, sidik jari)
Karakter unik (pin, password)

 
TTE yang tersertifikasi :

Tanda tangan digital dengan kriptografi

UU ITE (11/2008  19/2016) Pasal 1:12 dan PP PSTE (82/2012) Pasal 1:19
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi

elektronik  yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi
elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi



Amanat PP PSTE (82/2012)

•

•
•

•
•
•

•

•
•

Dalam Pasal 52 ayat (1) berbunyi Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat
autentikasi dan verifikasi atas:
a. identitas Penanda Tangan; dan
b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik
 
Dalam Pasal 54 ayat (1) berbunyi Tanda Tangan Elektronik meliputi:
a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
 
Dalam Pasal 54 ayat (2) berbunyi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
 



PROSES
SIGNING
TT
DIGITAL

Dokumen Asli

Fungsi
Hash

Algoritma
Asimetrik

10010110
0

10010110
0

Kunci
Privat

Dokumen
Telah
Ditandatangani

Tanda tangan
digital

Nilai Hash

PROSES TANDA TANGAN DIGITAL



PROSES VERIFIKASI (1)

100101100

Fungsi
Hash

Sama? Otentik

Tidak Otentik

Dokumen
Telah
Ditandatangani

Kunci Publik
(Sertifikat Digital)

Y

10010110
0

Algoritm
a

Asimetri
k

10010110
0

10010110
01

T



PROSES VERIFIKASI (2)

100101100

Fungsi
Hash

Sama? Otentik

Tidak Otentik

Dokumen
Telah
Ditandatangani

Kunci Publik
(Sertifikat Digital)

Y

10010110
0

Algoritm
a

Asimetri
k

10010110
0

10010110
01

T

ac
c

ac
c

Dokumen Dirubah

11010110
1

Nilai Hash
Berubah



Digital Signatures

Digital Signatures are numbers

Saya setuju
efcc61c1c03db8d8ea8569545c073c814a0ed755
Tempat kelahiran saya di Jakarta
fe1188eecd44ee23e13c4b6655edc8cd5cdb6f25
Saya bekerja di Kementerian Ristekdikti
0e6d7d56c4520756f59235b6ae981cdb5f9820a0
Rumah saya di Jakarta Pusat
ea0ae29b3b2c20fc018aaca45c3746a057b893e7
Saya tidak setuju
01f1d8abd9c2e6130870842055d97d315dff1ea3

Ini adalah Tanda tangan digital orang yang sama tapi konten yang berbeda



Simulasi Tanda Tangan Digital





Klik, drag dan
Lepas







Jika ada yang mencoba memalsukan
dokumen tersebut..





TERIMA KASIH


